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Tentang seri Memanfaatkan Peluang Perkotaan

Seri ini merupakan upaya kolaboratif oleh lebih dari 36 organisasi di lima benua yang bersatu
dalam Koalisi untuk Transisi Perkotaan (the Coalition for Urban Transition) yang diluncurkan
sebagai panggilan aksi menjelang COP26 di Glasgow. Tujuan kami adalah untuk memberikan
wawasan dari enam negara berkembang yang menunjukkan bagaimana membina kota-kota
yang nol-karbon, tangguh, dan inklusif dapat mendorong prioritas perekonomian nasional
untuk kemakmuran seluruh masyarakat.

Laporan ini berfokus pada bagaimana memanfaatkan peluang perkotaan di Indonesia.
Informasi ini didapatkan dari masukan pada webinar tanggal 6 November 2020 yang
melibatkan pembicara dari pemerintah pusat dan peserta dari berbagai organisasi.

Koalisi untuk Transisi Perkotaan adalah inisiatif global untuk mendukung pemerintah nasional
dalam mentrasformasi perkotaan agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan
menghadapi bahaya perubahan iklim. Secara kolektif, para kontributor berharap laporan ini
dapat menyediakan bukti dan mendorong kepercayaan diri pemerintah pusat untuk memasang
target iklim yang lebih ambisius di 2021 dan untuk mendorong kota-kota yang inklusif dan nol-
karbon ke jantung pemulihan ekonomi akibat COVID-19 serta strategi pembangunan nasional.



Sangkalan

Analisis, argumen, dan kesimpulan yang disajikan adalah sintesis dari beragam pandangan
penulis, kontributor, dan pengulas, serta merupakan upaya penelitian selama 18 bulan yang
dibangun berdasarkan laporan Koalisi tahun 2019 yang berjudul Climate Emergency, Urban
Opportunity. Koalisi bertanggung jawab untuk memilih bidang penelitian. Ini menjamin
kebebasan penulis dan peneliti untuk bertanya, sekaligus meminta dan menanggapi panduan
dari dewan penasehat dan peninjau ahli. Mitra Koalisi, yang terdiri dari organisasi dan
individual, mendukung argumen umum, temuan, dan rekomendasi yang dibuat dalam laporan
ini, namun tulisan ini tidak mencerminkan pandangan pribadi atau kebijakan resmi dari para
kontributor atau anggotanya.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia mengalami peningkatan urbanisasi yang pesat. Sekitar 55% penduduknya tinggal di
perkotaan pada tahun 2018, naik dari 42% pada tahun 2000. Pada tahun 2050, tiga perempat
penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di perkotaan. Daerah perkotaan memberikan
kontribusi hampir 60% dari PDB pada tahun 2010-2016 dan kontribusi metro Jakarta saja
hampir seperempat dari jumlah tersebut. Akan tetapi, Indonesia belum sepenuhnya
mendapatkan manfaat dari urbanisasi yang terjadi. Analisis Bank Dunia menemukan bahwa
setiap kenaikan poin persentase dalam populasi perkotaan di Indonesia hanya disertai dengan
kenaikan PDB per kapita sebesar 4%, dibandingkan dengan kenaikan sebesar 10% di Tiongkok
dan 8% di Vietnam.

Perkotaan masih kesulitan memenuhi kebutuhan akan layanan dasar seperti air leding dan
sanitasi modern, khususnya bagi kelompok miskin. Indonesia juga mengalami masalah yang
signifikan terkait krisis perumahan dan keterjangkauan harga rumah. Selain itu, kemacetan lalu
lintas dan polusi udara juga melanda perkotaan.

Perluasan perkotaan telah mengambil sebagian besar lahan pertanian serta ekosistem penting
seperti mangrove yang berfungsi untuk menyimpan karbon dan memberikan perlindungan saat
terjadi badai pesisir. Penurunan permukaan tanah terjadi dengan cepat karena pengeringan
lahan basah dan abstraksi air tanah yang tidak terkendali, kondisi ini menciptakan risiko banjir
yang parah dan diperburuk oleh perubahan iklim.

Indonesia menggunakan solusi berbasis alam untuk membangun ketahanan dan meningkatkan
penyimpanan karbon serta telah menyiapkan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon. Indonesia
juga membangun ketahanan sosial dengan meningkatkan keterlibatan warga kampung atau
permukiman informal, dalam pengelolaan banjir, perencanaan masyarakat dan pengelolaan
lingkungan.

Analisis baru yang dilakukan untuk laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat
mengurangi emisi GRK perkotaan sebesar 50% (253 Mt CO;e) pada tahun 2030 dan 96% (790
Mt CO2e) pada tahun 2050 dengan menggunakan inisiatif rendah karbon yang ada,
dibandingkan dengan hanya tetap mengacu pada skenario baseline. Kota-kota yang saat ini
memiliki jumlah penduduk kurang dari 1 juta orang mewakili tiga perempat dari potensi
pengurangan emisi.

Pemodelan untuk Koalisi menunjukkan bahwa implementasi penuh pendekatan rendah karbon
akan membutuhkan investasi tambahan secara bertahap yang jumlahnya mencapai USD 1
triliun pada tahun 2050 - tetapi juga akan memberikan imbal hasil dengan nilai bersih saat ini
sebesar USD 2,7 triliun pada tahun 2050. Selain itu, pendekatan ini dapat membuka 2,3 juta
lapangan pekerjaan baru yang berkaitan dengan efisiensi energi dan instalasi PLTS atap pada
tahun 2030.

Ini adalah saat yang sangat penting bagi Indonesia, karena COVID-19 telah memakan banyak
korban, dengan sekitar 1,3 juta kasus positif pada akhir Februari 2021 dan lebih dari 34.000
kematian. Pandemi ini juga menjadi menyebabkan terjadinya resesi pertama dalam dua dekade
terakhir dan sekitar 2,6 juta orang menjadi pengangguran pada bulan Agustus 2020.

Pemerintah telah merespons dengan memberikan stimulus senilai USD 75 miliar hingga bulan
Februari 2021, yang terbaru dalam bentuk paket infrastruktur senilai USD 28,5 miliar yang
difokuskan pada proyek-proyek "padat karya" termasuk pembangunan perumahan, sanitasi
untuk 1,6 juta rumah tangga dan PLTS atap, tetapi beberapa di antaranya merupakan investasi
tinggi karbon. Stimulus di masa mendatang perlu lebih memprioritaskan investasi perkotaan
yang mengurangi emisi dan membangun ketahanan.



Peluang-peluang untuk bertindak akan menjadi fokus bahasan dalam laporan ini. Empat
peluang yang sangat menjanjikan adalah:

e Berinvestasi pada mobilitas perkotaan yang berkelanjutan, seperti transportasi
publik dan infrastruktur untuk berjalan kaki dan bersepeda, serta pembangunan
berorientasi transit.

* Meningkatkan restorasi ekosistem di dalam dan sekitar perkotaan untuk
membangun ketahanan, termasuk untuk mangrove dan lahan gambut. Ekosistem pesisir
yang sehat juga dapat menjadi sumber mata pencaharian, khususnya bagi masyarakat
miskin.

e Mempercepat transisi menuju listrik bersih, karena lebih dari separuh potensi
pengurangan emisi perkotaan yang diidentifikasi dalam analisis ini akan mengandalkan
transisi tersebut.

¢ Memanfaatkan gerakan Smart Cities untuk mendorong keberlanjutan,
pembangunan ketahanan dan inklusivitas, melalui berbagai langkah untuk
memastikan bahwa kota kecil dan menengah, masyarakat berpenghasilan rendah,
termasuk warga kampung, dapat berpartisipasi secara penuh.



PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dan pemimpin negara lainnya di seluruh dunia menghadapi tiga
tantangan saat ini: memastikan bahwa pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 dapat
berjalan dengan baik, mendorong visi untuk pembangunan jangka panjang, dan mengatasi
ancaman besar yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Pandemi ini telah menimbulkan
malapetaka terhadap perekonomian global dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat
miskin. Pandemi ini juga menyoroti pentingnya membangun ketahanan terhadap berbagai
guncangan, khususnya dampak perubahan iklim yang semakin meningkat.

Perkotaan menjadi titik fokus ketiga tantangan tersebut. Sebagai pusat populasi dan mesin
ekonomi, perkotaan akan berperan penting bagi pemulihan dan daya tahan ekonomi jangka
panjang suatu negara. Akan tetapi, banyak kota juga mengalami dampak yang signifikan akibat
pandemi. Kepemimpinan nasional semakin dibutuhkan untuk memastikan kota-kota dapat
"bangkit kembali" dan mewujudkan potensi penuh sebagai mesin pertumbuhan yang
berkelanjutan dan inklusif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan yang diterbitkan oleh
Koalisi, yakni Climate Emergency, Urban Opportunity,! pemerintah pusat adalah satu-satunya
pihak yang dapat memobilisasi sumber daya pada skala yang dibutuhkan dan mengontrol
bidang-bidang kebijakan utama - seperti energi, transportasi, dan program sosial.

Menyadari bahwa negara berkembang menghadapi tantangan-tantangan yang sangat kompleks,
Koalisi berfokus pada enam negara utama menjelang COP26 di Glasgow: Tiongkok, India,
Indonesia, Brasil, Meksiko, dan Afrika Selatan. Secara akumulatif, keenam negara ini
menghasilkan sekitar sepertiga dari PDB global? dan 41% emisi CO; dari penggunaan bahan
bakar fosil.3 Negara-negara ini juga menjadi tempat tinggal bagi 42% penduduk perkotaan di
dunia.* Sejauh mana enam negara berkembang ini dapat memanfaatkan kekuatan perkotaan
untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh akan sangat penting
tidak hanya bagi masa depan negara tersebut, tetapi juga untuk seluruh Bumi.

Makalah ini menyajikan hasil analisis dan pemodelan kebijakan di Indonesia, mengeksplorasi
hasil temuan yang dirangkum dalam laporan baru Koalisi, Memanfaatkan Peluang Perkotaan,
secara lebih lanjut.5 Pertama-tama, untuk memberikan gambaran, kami menjabarkan hasil
temuan utama kami di keenam negara dan korelasinya dengan studi sebelumnya yang
dilakukan oleh Koalisi.

Memberdayakan pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang
melalui perkotaan

Climate Emergency, Urban Opportunity menunjukkan serangkaian inisiatif pembangunan
rendah karbon yang secara teknis dapat dilaksanakan untuk dapat mengurangi emisi dari
bangunan, transportasi, penggunaan material, dan limbah hingga hampir 90% pada tahun 2050;
membuka 87 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030 dan 45 juta lapangan pekerjaan pada
tahun 2050, serta menghasilkan penghematan energi dan material senilai USD 23,9 triliun pada
tahun 2050.¢ Perkotaan yang terpadu, terhubung, bersih, dan tangguh juga memberikan
manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan. Dengan memberikan perhatian
terhadap kesetaraan dan inklusivitas, inisiatif rendah karbon juga dapat membantu mengangkat
masyarakat keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan akses ke pekerjaan, pendidikan, dan
layanan penting. Dan dengan menghindari perluasan perkotaan, negara dapat melindungi lahan
pertanian dan ekosistem alami di sekitar kota, yang dapat bermanfaat bagi keamanan dan
ketahanan pangan.

Pandemi COVID-19 telah membuat banyak negara mengalokasikan dana pengeluaran publik
pada tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi hanya sebagian kecil dari



pengeluaran tersebut yang mendorong keberlanjutan atau ketahanan iklim dan sangat sedikit
yang berfokus pada perkotaan.” Di sisi lain, para pemimpin lokal terus meningkatkan ambisi
mereka, mulai dari merangkul konsep "15-minute cities" di mana masyarakat bisa memenuhi
hampir semua kebutuhan mereka dengan berjalan kaki atau bersepeda selama 15 menit,8
hingga bergabung dengan Cities Race to Zero, berkomitmen mencapai emisi bersih nol (net-zero
emissions) pada pertengahan abad ini atau sebelumnya.®

Koalisi berupaya untuk menjawab tiga pertanyaan untuk memberikan informasi dan inspirasi
bagi para pemimpin negara menjelang COP26: 1. Bagaimana pemerintah pusat di enam negara
ini dapat memanfaatkan perkotaan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sembari
mengurangi emisi karbon dan membangun ketahanan? 2. Bagaimana mereka dapat
memanfaatkan potensi perkotaan yang terpadu, terhubung, bersih, dan inklusif untuk
mendorong pemulihan dari COVID-19? 3. Bagaimana pengalaman keenam negara ini dapat
menjadi sumber informasi bagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mitra
pembangunan dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung transisi menuju perkotaan
rendah karbon, inklusif dan tangguh?

Analisis kami menghasilkan tiga tema utama:

1. Transformasi perkotaan rendah karbon sangatlah mungkin dilakukan dan dapat
memberikan manfaat yang luas. Pemerintah pusat dapat secara signifikan
mempercepat dekarbonisasi dengan berinvestasi di perkotaan yang terpadu, terhubung,
bersih, dan inklusif - dan mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang
signifikan.

2. Membangun ketahanan terhadap perubahan iklim sama mendesaknya dengan
dekarbonisasi. Risiko iklim dirasakan secara langsung dan berada pada tingkatan yang
parah di keenam negara tersebut, khususnya terhadap kaum miskin perkotaan.
Pembangunan ketahanan menghadapi beragam tantangan: mulai dari menanamkan
ketahanan iklim dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan perkotaan,
hingga mengadopsi teknologi dan praktik baru untuk mengurangi risiko iklim, dan
mengatasi faktor sosio-ekonomi yang menimbulkan kerentanan di perkotaan.

3. Ada banyak cara untuk mengembangkan kota yang rendah karbon, tangguh, dan
inklusif. Pemerintah pusat memiliki berbagai opsi yang dapat dipilih, yang mencakup
berbagai peluang berbiaya rendah dan berjangka waktu pendek. Selain itu, ada banyak
sinergi antara dekarbonisasi, pembangunan ketahanan, upaya pemulihan COVID, dan
program pembangunan.

Laporan global menjabarkan agenda aksi bagi pemerintah pusat dan daerah serta untuk
komunitas pengembang yang lebih luas, termasuk lembaga keuangan. Upaya untuk mengubah
perkotaan menjadi katalis pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh
dikategorikan sebagai pekerjaan besar dan peluang keberhasilan akan meningkat jika kita dapat
bekerja sama untuk mencapai visi bersama. Pada bagian selanjutnya, kami akan secara khusus
mengeksplorasi tantangan dan peluang bagi Indonesia.



KOMITMEN - DAN TANTANGAN - BAGI PERKOTAAN DI INDONESIA

Indonesia adalah negara yang unik dan semakin berkembang di tingkat global, yakni
ekonomi terbesar ketujuh (dari segi PPP).10 PDB Indonesia mencapai USD 3,2 triliun pada
tahun 2019, hampir enam kali lipat dari PDB tahun 1990,1! dengan pertumbuhan yang rata-rata
sebesar 5,3% per tahun sejak tahun 2000.12 PNB per kapita telah tumbuh tujuh kali lipat sejak
tahun 2000 dan mencapai USD 4.050 pada tahun 2019, untuk pertama kalinya Indonesia
dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas.!3 Persentase penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan nasional berkurang hingga setengahnya dari tahun 2000 -
2018, menjadi 9,8%,1* dan persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem
(dengan pendapatan kurang dari USD 1,90 per hari) turun menjadi 3,6%, sepersepuluh dari
tahun 1999.15 Satu dari setiap lima penduduk Indonesia kini dikategorikan sebagai kelas
menengah dan 115 juta penduduk lainnya sudah berhasil keluar dari kemiskinan dan berharap
untuk masuk ke dalam kategori kelas menengah.16 Akan tetapi, ketimpangan juga meningkat;
indeks Gini naik dari 28,6 pada tahun 2000 menjadi 37,8 pada tahun 2018.17

Indonesia mengalami peningkatan urbanisasi yang pesat dan perkotaan menjadi pusat
perekonomian. Pada tahun 2018, sekitar 55% penduduk - hampir 147 juta orang - tinggal di
daerah perkotaan, naik dari hanya 42% pada tahun 2000. Pada tahun 2050, tiga perempat
penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di perkotaan.18 Akan tetapi, urbanisasi tidak
merata; hampir 70% dari populasi perkotaan terkonsentrasi di Jawa-Bali, satu-satunya pulau
dengan lebih dari setengah penduduk yang tinggal di area perkotaan pada tahun 2016.19
Sebagian besar kegiatan ekonomi masih terpusat di kota: daerah perkotaan menghasilkan
hampir 60% dari PDB Indonesia pada tahun 2010-2016, dan Jakarta saja, menyumbang hampir
seperempatnya.20

AKkan tetapi, Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan manfaat sosio-ekonomi dari
urbanisasi yang terjadi. Analisis Bank Dunia menemukan bahwa setiap kenaikan poin
persentase dalam urbanisasi di Indonesia hanya disertai dengan kenaikan PDB per kapita
sebesar 4%, cukup rendah dibandingkan dengan kenaikan sebesar 13% di India, 10% di
Tiongkok, dan 8% di Vietnam.2! Perkotaan di Indonesia menawarkan peluang kerja yang lebih
baik daripada daerah pedesaan, tetapi sekitar 70% dari total output inti metro berasal dari
sektor jasa,?2 dan jumlah lapangan pekerjaan jasa dengan upah rendah jauh lebih banyak
daripada jumlah lapangan pekerjaan jasa dengan upah tinggi - kecuali di Jakarta, yang lebih
seimbang. Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan umumnya lebih rendah daripada di daerah
pedesaan dan kondisi ekonomi penduduk inti metro, khususnya di Jakarta, cenderung paling
baik.23

Perkotaan masih kesulitan memenuhi kebutuhan akan layanan dasar. Hal ini
menimbulkan berbagai tantangan seperti abstraksi air tanah yang tidak terkendali, penurunan
permukaan tanah (yang meningkatkan risiko banjir), dan masalah pengelolaan sampah.24 Pada
tahun 2011, hanya 42% rumah tangga perkotaan memiliki akses ke air leding dan hanya 72%
memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak.25 Akses rumah tangga di kuintil termiskin yang
memiliki akses ke air leding hanya 9% dan yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi hanya 36%.
Kelompok miskin perkotaan di Indonesia membayar tarif 10-30 kali lebih tinggi untuk membeli
air bersih dari pihak swasta daripada tarif air leding yang dibayar oleh rumah tangga yang lebih
kaya.

Membangun perumahan yang terjangkau menjadi prioritas utama. Lebih dari seperlima
penduduk perkotaan Indonesia hidup di daerah kumubh,2¢ dan lebih dari separuh rumah tangga
miskin dan rentan di inti metro tinggal di perumahan yang terlalu padat; di wilayah inti Jakarta,
35% dari semua rumah tangga tinggal di perumahan yang terlalu padat.?” Keterjangkauan



menjadi tantangan utama: hanya seperlima penduduk Indonesia mampu membeli rumah tanpa
subsidi dan 40% bahkan tidak mampu membeli rumah sederhana. Krisis perumahan terjadi di
seluruh Indonesia. Estimasi menunjukkan bahwa 820.000 -1 juta unit baru perlu dibangun per
tahun untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, migrasi ke daerah perkotaan dan jumlah
rumah tangga baru, tetapi pasar hanya membangun sekitar 400.000 unit per tahun.28 Pada
tahun 2015, Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Sejuta Rumah, dengan dukungan
Bank Dunia, program ini bertujuan untuk membangun satu juta unit rumah setiap tahun guna
memenuhi kebutuhan perumahan. Target tersebut akhirnya tercapai di tahun 201829 dan
965.217 unit rumah, 80% diantaranya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, berhasil
dibangun di tahun 2020 di tengah-tengah pandemi.3? Akan tetapi, defisit perumahan masih
terjadi.

Inefisiensi perkotaan sangat merugikan Indonesia. Kemacetan lalu lintas menjadi masalah
utama, khususnya di Jakarta. Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah cenderung berfokus
pada pembangunan dan perluasan jalan tetapi tidak banyak berinvestasi pada transportasi
perkotaan - khususnya transportasi publik dan kendaraan tidak bermotor.3! Di sebagian besar
kota besar, jumlah perjalanan yang dilakukan dengan transportasi publik hanya mencapai 20%
atau bahkan kurang dari itu, sementara kemacetan lalu lintas melonjak di banyak kota,
khususnya di Jakarta. Jakarta dan Surabaya merupakan salah satu kota paling macet di dunia, 32
dan biaya akibat kemacetan di Jakarta saja diperkirakan mencapai USD 3 miliar per tahun.33
Secara nasional, kepemilikan mobil bertambah dari kurang dari 2,5 juta pada tahun 1995
menjadi 14,5 juta pada tahun 2014 dan kepemilikan sepeda motor bertambah dari 10 juta
menjadi lebih dari 100 juta. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan sekitar 28.000 kematian pada
tahun 2014.

Polusi udara perkotaan sudah parah dan semakin memburuk. Pada tahun 2015, Bank
Dunia menganalisis 28 wilayah metro di Indonesia dan menemukan bahwa 20 wilayah metro
memiliki tingkat polusi udara yang tidak aman.3* Pekanbaru memiliki kualitas udara paling
buruk, tetapi Jakarta juga menjadi salah satu kota dengan tingkat polusi paling tinggi di
kawasan Asia-Pasifik; 60% penduduknya diperkirakan menderita penyakit yang disebabkan
oleh polusi udara. PLTU dan sektor industri menghasilkan sebagian dari polusi ini, tetapi 70-
80% di antaranya disebabkan oleh sektor transportasi,3> yang merupakan sumber emisi gas
rumah kaca yang signifikan. Polusi udara perkotaan mengurangi angka harapan hidup warga
Jakarta hingga 2,3 tahun dan mengurangi angka harapan hidup warga Kalimantan hingga 4
tahun. Selain itu, kebakaran hutan menjadi sumber utama polusi udara - masalah yang tidak
terpecahkan tetapi sebenarnya dapat dipecahkan.36

Sementara itu, perluasan perkotaan telah mengambil sebagian besar lahan pertanian
serta ekosistem penting seperti mangrove. Analisis yang dilakukan dalam laporan ini
menunjukkan bahwa luas perkotaan di Indonesia bertambah sebesar 3,9% atau 6.904 kmz2,
melebihi luas daratan Bali, pada tahun 2000 - 2014.37 Hampir tiga perempat dari perluasan ini
dilakukan di lahan pertanian, sehingga menghilangkan lahan pertanian dan ekosistem
pelindung, seperti mangrove, di sekitar perkotaan (Gambar 1). Hal ini menyebabkan hilangnya
perlindungan utama kota dari banjir,38 yang akan berdampak buruk terhadap kelompok miskin
dan rentan. Misalnya, saat terjadi Tsunami Selat Sunda pada bulan Desember 2018, banyak jiwa
berhasil selamat karena tinggal di daerah yang dilindungi oleh sistem mangrove.3?
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Gambar 1. Lahan yang dikonversi untuk keperluan perkotaan di Indonesia berdasarkan jenis
tutupan lahan, tahun 2000-2014

M LAHAN PERTANIAN
HUTAN

M PADANG RUMPUT
LAHAN SEMAK BELUKAR
LAHAN BASAH

W AR

DAERAH PEDESAAN
YANG DIBANGUN
I TIDAK ADA DATA

Sumber: Marron Institute of Urban Management, New York University, 2019, bagi Koalisi untuk Transisi
Perkotaan dan Koalisi Pangan dan Tata Guna Lahan. Metodologi lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.4

Banjir sudah lama menjadi bagian dari kehidupan di banyak kota di Indonesia, tetapi
penurunan permukaan tanah membuatnya semakin parah. Seperti yang disebutkan
sebelumnya, abstraksi air tanah yang berlebihan, oleh industri dan rumah tangga, menimbulkan
masalah serius dan pengeringan lahan basah untuk pertanian turut menyebabkan penurunan
permukaan tanah.#! Penurunan permukaan tanah hampir mencapai 20 cm per tahun di
Jakarta*2 dan 7-11 cm per tahun di Semarang.*3 Akibatnya, risiko banjir di kedua kota tersebut
dan juga di banyak kota lainnya di Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu, upaya untuk
membangun ketahanan terhadap banjir sudah menjadi prioritas pemerintah sejak lama,
khususnya di kampung (permukiman tradisional dan informal) di tepi sungai.** Selama
beberapa dekade terakhir, pendekatan yang biasanya digunakan adalah permukiman kembali
(resettlement), tetapi penolakan keras dari masyarakat telah meningkatkan upaya pemerintah
untuk bekerja sama dengan warga agar tempat tinggal mereka lebih aman (mis. melalui
konsolidasi lahan dan peningkatan keselamatan).*>

Rencana Indonesia untuk membangun ibu kota baru membuka peluang besar untuk
melakukan urbanisasi yang terpadu, terhubung, bersih, dan tangguh. Kota ini akan
dibangun di Kalimantan bagian timur dan direncanakan akan menjadi “kota hutan” dengan
setidaknya 50% ruang hijau, dikelilingi oleh ekosistem yang sehat, termasuk bekas perkebunan
kelapa sawit dan tambang yang telah direboisasi.#¢ Upaya untuk memastikan bahwa ibu kota
baru dapat memenuhi rencana ini akan menjadi tantangan yang sangat menentukan. Jika
berhasil, proyek ini dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan menunjukkan
komitmen Indonesia untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mendorong urbanisasi
yang rendah karbon dan tangguh.

Gerakan Smart Cities dapat membantu perkotaan di Indonesia menjadi lebih
berkelanjutan, efisien, dan tangguh. Indonesia meluncurkan “Gerakan 100 Smart City” pada
tahun 2017, dengan mengembangkan kesuksesan awal proyek Jakarta Smart City yang
diluncurkan pada tahun 2014.47 Jakarta menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) untuk
lebih memahami kebutuhan warga dan meningkatkan penyediaan layanan, sembari menarik
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startup dan perusahaan teknologi ke kota tersebut.48 Melalui kerja sama dengan mitra, Jakarta
juga membuat PetaJakarta.org, platform online yang mengumpulkan laporan banjir secara real-
time dan memvisualisasikan data tersebut di peta. Bandung dan Surabaya kemudian turut
meluncurkan proyek Smart City dan 97 kota lainnya mengikuti jejak ini melalui Gerakan 100
Smart City.#° Setiap kota melakukan penyesuaian terhadap konsep Smart City agar sesuai
dengan prioritas masing-masing.50 Akan tetapi, ada berbagai tantangan, termasuk biaya - kota
harus membiayai sendiri infrastruktur teknologi, yang lebih sulit dilakukan untuk kota kecil 51 -
dan akses internet yang tidak merata. Indonesia memiliki tingkat penetrasi internet paling
rendah di Asia Tenggara, hanya sekitar 65%,52 dan mengalami kesulitan untuk menyediakan
paket data mobile dan fixed broadband yang terjangkau.53 Akan tetapi, ada potensi yang sangat
besar: seperti menggunakan data mobilitas untuk meningkatkan transportasi umum, hingga
menghubungkan masyarakat dengan layanan, dan pekerjaan di perkotaan.54 Kuncinya adalah
memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin perkotaan, memiliki
akses ke internet berkualitas tinggi dan memprioritaskan proyek yang memberikan manfaat
luas.

Kota kecil dan menengah di Indonesia membutuhkan dukungan yang kuat dari tingkat
nasional untuk mengatasi tantangan-tantangan utama. Lebih dari dua pertiga penduduk
perkotaan Indonesia tinggal di permukiman yang ditinggali oleh kurang dari 300.000 orang
(Gambar 2).55 Berbeda dengan Jakarta dan wilayah metro utama lainnya, kota-kota kecil ini
memiliki kapasitas kelembagaan dan fiskal yang sangat terbatas untuk dapat memenuhi
kebutuhan urbanisasi yang meningkat pesat. Sejak desentralisasi di awal tahun 2000-an, jumlah
daerah otonom juga turut meningkat hingga menjadi 508 kabupaten pada saat ini.5¢ Provinsi
yang memiliki wewenang untuk mengoordinasikan kabupaten akan berperan penting dalam
mendukung perencanaan dan program di tingkat kota. Akan tetapi, wilayah metro Jakarta
(Jabodetabek) melintasi beberapa provinsi dan membutuhkan koordinasi pemerintah pusat.
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Gambar 2. Penduduk perkotaan di Indonesia berdasarkan ukuran kota, 1990-2035
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Sumber: Analisis penulis berdasarkan data dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, 2018. Data
hingga tahun 2015 merupakan data historis, sementara data tahun 2020-2035 merupakan proyeksi.
Segmen "unclassified” menunjukkan perbedaan dari segi skala vs. total populasi. Hilangnya kategori 5-10
juta mencerminkan bahwa populasi Jakarta sudah melebihi 10 juta orang.>”

Menghadapi perubahan iklim

Indonesia masih akan menghadapi risiko iklim yang serius dalam beberapa dekade
mendatang, walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk membatasi pemanasan
global. Analisis dari pakar Indonesia dan internasional menemukan bahwa sekalipun kenaikan
suhu rata-rata global di bawah 1,5°C pada pertengahan abad ini,58 dan tentunya jika emisi terus
meningkat dengan pesat, Indonesia akan mengalami “perubahan signifikan pada suhu rata-rata
sepanjang tahun di siang hari dan di malam hari, peristiwa panas ekstrem, curah hujan yang
semakin tinggi dan peristiwa kekeringan, serta peningkatan suhu laut, kenaikan permukaan
laut, serta pengasaman laut”.5? Perubahan tersebut dapat merusak pembangunan berkelanjutan
di beberapa sektor utama perekonomian.

Perkotaan sudah mengalami perubahan iklim dan biaya yang ditimbulkan meningkat
dengan cepat. Panas ekstrem semakin sering terjadi dan semakin parah,é® dengan suhu
mendekati 40°C di beberapa wilayah pada bulan Oktober 2019,6! dan pekerja bangunan
menghadapi kondisi yang semakin berat.62 Walaupun curah hujan secara keseluruhan
diprediksi akan sedikit berkurang dalam beberapa dekade mendatang, hujan lebat bisa lebih
sering terjadi.63 Pada awal bulan Januari 2020, hujan lebat menimbulkan genangan air sedalam
38 cm di Jakarta dalam satu hari dan menyebabkan banjir bandang yang menewaskan 67
orang.t* Studi terbaru memprediksi bahwa biaya yang ditimbulkan oleh banjir tahunan di ibu
kota akan meningkat sebesar 322% menjadi 402% pada tahun 2050 karena dampak perubahan
iklim diperparah oleh penurunan permukaan tanah, berkurangnya ruang hijau, dan faktor-
faktor lainnya.6s

Kota-kota pesisir mengakumulasi risiko karena pertambahan penduduk dan
peningkatan kekayaan sementara permukaan laut terus naik. Sebagai negara kepulauan,



sebagian besar dari perkotaan dan penduduk perkotaan Indonesia berada di daerah pesisir.
Pada tahun 2015, sebanyak 57,7 juta penduduk tinggal di daerah pesisir dengan ketinggian
kurang dari 10 meter di atas permukaan laut, sekitar empat perlima di antaranya tinggal di
daerah perkotaan atau quasi-urban (lihat Gambar 3).66 Proyeksi kenaikan permukaan laut
(median) di Indonesia pada tahun 2050 (dibandingkan dengan tahun 2000) adalah 0,44
meter,’ tetapi daerah perkotaan pesisir yang masih berada di atas permukaan laut pun tetap
menghadapi bahaya. Tsunami menjadi ancaman yang terus mengintai Indonesia karena
lokasinya yang terletak di Cincin Api Pasifik.68 Angin topan dan gelombang badai yang
menyertainya juga sering terjadi di area ini,%? dan perubahan iklim dapat meningkatkan jumlah
badai yang sangat kuat ini.”® Secara keseluruhan, analisis yang dilakukan pada tahun 2015
menemukan bahwa sekitar 110 juta orang penduduk di 60 kota di Indonesia secara rutin
menghadapi risiko badai pesisir, tsunami, gempa bumi, dan gabungan bencana lainnya.”?

Gambar 3. Proporsi penduduk Indonesia di dalam dan di luar zona pesisir dataran rendah
menurut jenis permukiman, 2015
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Sumber: CUNY Institute for Demographic Research, Institute for Development Studies dan Center for
International Earth Science Information Network, Columbia University.72

Investasi infrastruktur pesisir dapat meningkatkan risiko iklim - sekalipun tujuannya
adalah untuk mengurangi risiko iklim. Proyek-proyek besar terus dibangun di daerah pesisir
dataran rendah, dengan biaya yang sangat besar, dalam bentuk investasi yang memiliki jangka
waktu selama 50 tahun atau lebih.”3 Mis. perluasan Pelabuhan Tanjung Emas - Semarang yang
diumumkan pada tahun 2017 melibatkan reklamasi terhadap lebih dari 100 hektare lahan
pesisir untuk membangun tangki penyimpanan, dermaga, gudang dan fasilitas lainnya;
anggaran untuk tahap pertama saja sudah mencapai Rp 150 miliar (USD 11,2 juta).’ Pada tahun
2018, Bandara Internasional Ahmad Yani - Semarang membuka terminal seluas 58.652 m2 yang
dibangun di atas rawa reklamasi dan dirancang agar tampak "mengambang" - proyek ini
bernilai Rp 2,2 triliun.”s Proyek besar lain yang sedang dikerjakan adalah: jalan tol sepanjang 27
km menuju Kabupaten Demak, termasuk 10 km jalan yang berada di atas tanggul di lahan
reklamasi, yang bertujuan untuk mencegah banjir rob.?¢6 Penurunan permukaan tanah dan
kenaikan permukaan laut tidak hanya berpotensi untuk mengurangi masa pakai infrastruktur,
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tetapi juga dapat memperparah risiko bencana karena hilangnya ekosistem pelindung dan
semakin kerasnya garis pantai.

Peta 1. Pembangunan kawasan pesisir Semarang, tahun 1986 dan 2021

Sumber: Google Earth, Foto © 2021 Maxar Technologies, Foto © 2021 TerraMetrics, Data SI0O, NOAA, U.S.
Navy, NGA, GEBCO (diakses pada bulan Maret 2021).

Perlindungan dan restorasi ekosistem pesisir sangat penting untuk membangun
ketahanan. Strategi pencegahan banjir Indonesia sudah sejak lama mengandalkan
pembangunan infrastruktur "keras” seperti tembok laut dan tanggul laut. Akan tetapi, tembok
laut di Jakarta jelas tidak dapat memberikan perlindungan yang diperlukan.?? Sebaliknya, para
pembuat kebijakan semakin banyak menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan solusi
berbasis alam, seperti penghijauan dataran banjir untuk meningkatkan penyerapan air’8 dan
restorasi ekosistem pesisir. Tanpa intervensi untuk menghentikan pengeringan lahan gambut,
penurunan permukaan lahan gambut pesisir saja diperkirakan akan mencapai rata-rata 5 cm
per tahun secara nasional.”? Perlindungan mangrove juga penting. Indonesia memiliki hutan
mangrove terluas di dunia, seluas 3,1 juta hektare, atau hampir 23% dari total luas hutan
mangrove dunia.80 Selain itu, mangrove dan lahan gambut merupakan cagar keanekaragaman
hayati penting yang cenderung terlupakan karena sebagian besar fokus dicurahkan pada upaya
pelestarian hutan.
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Restorasi dan perlindungan ekosistem pesisir dapat secara signifikan mengurangi emisi
gas rumah kaca Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas udara perkotaan.
Pengeringan lahan basah tidak hanya menyebabkan penurunan permukaan tanah; tetapijuga
melepaskan karbon dioksida yang tersimpan dan meningkatkan risiko kebakaran. Indonesia
adalah penghasil emisi GRK berbasis lahan terbesar di dunia yang menghasilkan 53% emisi
berbasis lahan dunia pada tahun 2014, walaupun Indonesia juga memiliki kawasan hutan
terluas ketiga di dunia.8! Setelah terjadinya kebakaran skala besar pada tahun 2015, yang
menyebabkan polusi udara meningkat tajam dan menghasilkan pada 1,75 gigaton CO;-e emisi
GRK, pemerintah Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut pada tahun 2016 dengan
tujuan untuk mengoordinasi restorasi ekosistem gambut seluas 2 juta hektare dalam waktu
lima tahun.82 Lahan gambut berperan penting sebagai penyerap karbon karena dapat
menyimpan 30% lebih banyak karbon daripada hutan Indonesia.83 Mangrove juga berfungsi
sebagai penyerap karbon, oleh karena itu perlindungan mangrove tidak hanya melindungi
daerah pesisir saat terjadi badai, tetapi juga mencegah pelepasan karbon dalam jumlah besar ke
atmosfer.84

Pembangunan ketahanan sosial masyarakat rentan sangat dibutuhkan dan dapat
dilakukan secara bersamaan dengan dekarbonisasi dan pembangunan perkotaan yang
terpadu dan terhubung. Pejabat kota di Surabaya, di mana 60% penduduknya tinggal di
kampung, telah memberdayakan penduduk setempat untuk membentuk lingkungan mereka
sendiri.85 Program Kampung Hijau yang didirikan pada tahun 2014 mendorong perencanaan
dan penganggaran serta pengelolaan lingkungan partisipatif. Citizen Park Space Programme
memindahkan masyarakat dari daerah tepi sungai yang berisiko tinggi dan mengubah daerah
tersebut menjadi taman. Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga sudah tersedia.
Kota-kota lain juga menerapkan pendekatan ini - mis. Jakarta, melalui program Rencana Aksi
Masyarakat yang diluncurkan pada tahun 2018.86 Jakarta memiliki lebih dari 600 kampung dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DKI Jakarta (2017-2022) untuk pertama kalinya
secara eksplisit menggunakan pendekatan yang berfokus pada masyarakat untuk
pembangunan. Masyarakat, termasuk kelompok miskin, dilibatkan dalam penyusun kebijakan
dan program, serta aktif terlibat dalam memantau efektivitas strategi adaptasi.8” Di tingkat
nasional, program Kampung Iklim yang diluncurkan pada tahun 2015 mendukung kegiatan
peningkatan kapasitas bagi adaptasi dan mitigasi iklim yang dilakukan berbagai tingkatan
kelompok masyarakat.88

Indonesia terus mengurangi subsidi bahan bakar fosil - dan menggunakan alokasi
anggaran yang berhasil dihemat untuk prioritas pembangunan.8® Indonesia telah
mengurangi subsidi bahan bakar fosil dari sekitar 20% total belanja pemerintah pada tahun
2005 hingga kurang dari 5% pada saat ini melalui proses reformasi berkelanjutan yang
dilakukan secara berulang (Gambar 4 dan Tabel 1). Proses ini mencakup subsidi yang
ditargetkan untuk mengurangi beban transisi pada kelompok miskin dan rentan. Dengan
penghematan yang dihasilkan, pemerintah dapat menanamkan investasi baru dalam skala besar
bagi kesejahteraan sosial dan infrastruktur, meningkatkan anggaran untuk kementerian dan
badan usaha milik negara serta dana alokasi ke tingkat daerah dan desa. Mis. dana dialokasikan
untuk membangun rumah bagi 60.000 rumah tangga miskin dan menyediakan akses air bersih
bagi 10,3 juta rumah tangga.?°
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Gambar 4. Pengurangan subsidi bahan bakar fosil Indonesia secara berkelanjutan
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Sumber: Analisis penulis dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2005-2017
dan Pemerintah Indonesia, 2019.91

Tabel 1. Linimasa reformasi subsidi energi secara umum di Indonesia

Tahun

1977

1999

2004

2005

2007

2010

2013

2014

Inisiatif

Indonesia mulai menyubsidi tujuh jenis bahan bakar fosil.

Subsidi dibatasi hanya untuk lima jenis bahan bakar.

Indonesia menjadi importir bersih minyak.

Harga bensin naik 80% dan subsidi industri ditarik. Pemerintah memberikan bantuan
langsung tunai bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan berpenghasilan rendah

sebagai kompensasi atas kenaikan harga.

Pemerintah hanya menyubsidi tiga jenis bahan bakar: bensin, solar, dan minyak tanah.

Program konversi minyak tanah ke LPG mulai dijalankan; pada tahun 2014, konsumsi
minyak tanah berkurang sebesar 9 juta KL.

Tarif listrik naik sebesar 10% di bulan Juli.
Tarif listrik naik sebesar 15%, kecuali bagi dua golongan pengguna (450 dan 900 VA).

Pemerintah menambah jumlah bantuan langsung tunai bagi masyarakat berpenghasilan
menengah dan berpenghasilan rendah sebagai kompensasi atas kenaikan harga.

Tarif listrik disesuaikan dan subsidi listrik untuk sektor industri dikurangi.
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2015 Pemerintah sepenuhnya menghapus subsidi bensin dan menetapkan subsidi tetap
sebesar Rp 1.000 per liter untuk solar.

12 kelompok konsumen listrik tidak lagi disubsidi.

2016 Subsidi solar ditetapkan sebesar Rp 500 per liter.

2017 Subsidi listrik bagi rumah tangga dengan daya 900 VA dan termasuk dalam kelompok
miskin dan rentan.

Sumber: Pemerintah Indonesia, 2019.%2

Perekonomian Indonesia yang padat karbon memerlukan pendekatan baru - yang tidak
hanya diterapkan pada sektor berbasis lahan. Master Plan Percepatan Dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 mengidentifikasi bahwa tantangan
utama yang dihadapi adalah perekonomian Indonesia “berfokus pada sektor pertanian dan
industri yang mengeksploitasi dan mengambil sumber daya alam,” dan hanya memiliki “sedikit”
industri yang memberikan nilai tambah.3 Industri yang ada juga padat energi dan menyumbang
hampir setengah dari konsumsi energi Indonesia.®¢ Proyeksi terbaru pemerintah menunjukkan
bahwa permintaan energi meningkat sebesar 5% per tahun di bawah skenario business as usual
dan masih akan meningkat sebesar 4,3% per tahun sekalipun langkah-langkah efisiensi energi
sudah ditingkatkan.?> Emisi dari sektor energi mencapai 453,2 Mt CO;e pada tahun 2010 dan
masih akan meningkat hingga tiga kali lipat pada tahun 2030 di bawah skenario mitigasi yang
lebih ambisius. Walaupun sektor industri dan transportasi meningkatkan permintaan energi,
perubahan gaya hidup di perkotaan juga memberikan dampak. Misalnya, walaupun hanya
sekitar 10% rumah di Indonesia memiliki AC, jumlah unit AC di perumahan diperkirakan akan
meningkat dari 12 juta unit pada tahun 2020 menjadi 129 juta unit pada tahun 2040.96 Sampah
makanan juga bertambah dan mencapai 300 kilogram per orang per tahun, salah satu yang
paling tinggi di dunia.®” Kondisi ini berkaitan erat dengan urbanisasi, pola belanja baru, dan
dinamika masyarakat.’8

Indonesia sudah mulai memanfaatkan potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan
yang dapat diperoleh dari jalur pembangunan baru yang lebih berkelanjutan. Aksi iklim
dan peningkatan ketahanan menjadi salah satu program inti dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan kebijakan mitigasi diperkirakan dapat mengurangi
emisi GRK sebesar 27,3% pada tahun 2024 dibandingkan dengan skenario baseline, serta
langkah-langkah adaptasi.?? Rencana tersebut merupakan pengembangan dari Inisiatif
Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Indonesia, yang diluncurkan pada tahun 2017 untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengurangi emisi, membangun ketahanan iklim, dan
meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.100 Inisiatif PRK mengidentifikasi bahwa salah
satu masalah yang harus ditangani adalah urbanisasi yang tidak teratur dan meluas. Masalah ini
ditangani dengan menerapkan jalur pembangunan yang lebih berkelanjutan. Langkah pertama
yang penting untuk dijalankan adalah transisi yang lebih cepat ke energi terbarukan, investasi
yang lebih besar dalam efisiensi energi dan investasi infrastruktur yang lebih berkelanjutan,
disertai dengan perlindungan hutan, mangrove, dan lahan gambut.
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KOTAK 1: CARA KAMI MENYIAPKAN ANALISIS

Laporan ini menggabungkan pemodelan iklim dan ekonomi, analisis spasial, penelitian
dan analisis kebijakan, serta informasi khusus negara yang dikumpulkan melalui
konsultasi berulang dengan pakar kebijakan perkotaan, energi dan iklim di Tiongkok,
India, Indonesia, Brasil, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Pertama, Stockholm Environment Institute (SEI) membuat pemodelan potensi
pengurangan gas rumah kaca perkotaan di enam negara, menggunakan penilaian
yang bersifat bottom-up terhadap berbagai opsi mitigasi untuk bangunan perumahan
dan komersial, transportasi darat, pengelolaan limbah, dan material untuk bangunan
perkotaan dan infrastruktur transportasi.

Model tersebut mencakup emisi CO, dari konsumsi energi, emisi yang dihasilkan dari
produksi semen dan aluminium yang digunakan dalam infrastruktur perkotaan, dan
emisi metana (CH4) dari tempat pembuangan sampah. Emisi yang dihasilkan oleh
industri di dalam perkotaan tidak dihitung. Oleh karena itu, porsi emisi perkotaan
mungkin tampak lebih kecil daripada emisi hasil perhitungan studi lain. Salah satu hal
yang perlu dicatat adalah bahwa analisis ini dilakukan sebelum dampak COVID-19
diketahui secara penuh. Alhasil, skenario baseline, misalnya, tidak memperhitungkan
potensi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap skenario
pengurangan emisi. Setiap analisis yang akan dilakukan di masa depan akan
disesuaikan untuk memperhitungkan hal ini.

Skenario baseline mencerminkan komitmen negara dalam Kontribusi yang Ditetapkan
secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) pertama di bawah

Perjanjian Paris, tetapi tidak mencerminkan informasi terbaru. Dengan kata lain,
potensi pengurangan emisi pada tahun 2020 - 2050 yang diidentifikasi dalam analisis
merupakan tambahan atas NDC pertama. Untuk mendapatkan informasi detail
tentang sumber data, asumsi khusus yang digunakan, dan proses analitik, silakan
lihat Lampiran 1.

Kedua, Vivid Economics membuat pemodelan untuk investasi tambahan hingga
tahun 2050 - yakni investasi di atas tingkat baseline - yang diperlukan untuk
mewujudkan potensi pengurangan yang diidentifikasi oleh SEI, menggunakan
teknologi dan praktik yang ada, dan memperhitungkan pembelajaran yang akan
mengurangi biaya seiring dengan berjalannya waktu. Mereka juga memodelkan imbal
hasil kumulatif atas investasi tersebut hingga tahun 2050. Estimasi yang disajikan
untuk semua negara dalam laporan ini adalah imbal hasil bersih (yaitu nilai bersih saat
ini, atau sejauh apa keuntungan yang diperoleh melampaui biaya yang perlu
dikeluarkan hingga tahun 2050), didiskon sebesar 3,5% per tahun, dengan asumsi
bahwa harga energi riil naik sebesar 1% per tahun sejak tahun 2014. Inilah skenario
utama yang digunakan dalam analisis; untuk melihat perbandingan hasil yang
diperoleh dengan menggunakan berbagai asumsi, silakan lihat Lampiran 2, Bagian 3.
Estimasi imbal hasil ekonomi masih bersifat parsial karena hanya memperhitungkan
penghematan biaya energi dan material yang bersifat langsung. Imbal hasil akan lebih
tinggi jika faktor-faktor seperti penghematan waktu dari kemacetan yang dihindari,
peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan, dan
dampak perubahan iklim yang dapat dihindari turut diperhitungkan.

Terakhir, analisis Vivid memperkirakan pekerjaan langsung, tidak langsung, dan
lapangan kerja tambahan (setara full-time) yang dapat didukung oleh langkah-langkah
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yang dimodelkan pada tahun 2030 dan 2050, dengan mempertimbangkan faktor
produktivitas tenaga kerja untuk berbagai jenis teknologi dan disesuaikan untuk
mencerminkan perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja di negara OECD dan
negara non-OECD. Estimasi tersebut dihitung menggunakan asumsi produktivitas
tenaga kerja yang seragam untuk keenam negara dan memberikan estimasi jumlah
lapangan pekerjaan. Langkah berikutnya adalah untuk mengumpulkan lebih banyak
informasi dari setiap negara untuk menyempurnakan hasil perhitungan. Jumlah
lapangan pekerjaan mencerminkan estimasi pekerjaan bersih dengan
membandingkan investasi hijau dengan investasi yang setara dalam proyek bahan
bakar fosil, sembari sepenuhnya mengakui ketidakpastian dalam counterfactual
tersebut. Dalam semua kategori, kami memberikan estimasi umum serta estimasi
untuk sektor khusus dan estimasi untuk langkah khusus yang dipilih. Untuk melihat
informasi detail tentang sumber data dan metodologi lengkap, silakan lihat
Lampiran 2.

Latihan pemodelan ketiga yang mendasari analisis kami dilakukan oleh Marron
Institute of Urban Management, New York University, yang mengevaluasi skala dan
komposisi konversi lahan untuk keperluan perkotaan di keenam negara selama tahun
2000-2014. Hasil yang diperoleh tidak hanya menunjukkan pertumbuhan jejak karbon
yang dihasilkan oleh perkotaan pada periode tersebut, tetapi juga perubahan yang
terjadi terhadap: lahan pertanian, daerah pedesaan yang dibangun, hutan, padang
rumput, dll. Metodologi detail dapat dilihat pada Lampiran 3.

Yang terakhir, menyadari bahwa penduduk yang tinggal di daerah pesisir rentan
terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut, gelombang
badai, dan bahaya lainnya, kami mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh
Institute for Demographic Research - City University of New York, Center for
International Earth Science Information Network - Columbia University, dan Institute of
Development Studies untuk memperkirakan persentase penduduk setiap negara yang
tinggal di zona pesisir dengan ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut
dan persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Walaupun laporan ini
tidak mencakup pemetaan detail untuk risiko-risiko iklim pesisir di keenam negara,
analisis ini memberikan indikasi tentang tingkat risiko. Metodologi detail dapat dilihat
pada Lampiran 4.

Keempat pemodelan tersebut digunakan sebagai sumber informasi analisis dalam
laporan ini serta laporan global Koalisi, berdasarkan kajian pustaka rinci (termasuk
dokumen kebijakan, studi sejawat, literatur kelabu dan liputan media) dan kerja sama
erat dengan para pakar di keenam negara, dengan masukan tambahan dari berbagai
mitra Koalisi. Rekomendasi yang dihasilkan dimaksudkan sebagai contoh ilustratif
dan tidak berfungsi sebagai daftar lengkap opsi bagi pembuat kebijakan nasional di
setiap negara.
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BAGAIMANA AKSI PERKOTAAN DAPAT MENDORONG
DEKARBONISASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Indonesia berada di jalur yang tepat untuk melampaui komitmen NDC pertamanya dan
dapat meningkatkan ambisinya. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK
sebesar 26% pada tahun 2020 dan 29% pada tahun 2030, dibandingkan dengan skenario
business-as-usual 101 NDC mencakup target pengurangan emisi (bersyarat) sebesar 41% pada
tahun 2030, dengan dukungan internasional. Di awal tahun 2020, Indonesia masih berada di
jalur yang tepat untuk mencapai target tidak bersyarat dan bahkan mungkin target bersyarat.102
Perlindungan mangrove dan lahan gambut sangat diperlukan untuk mengurangi emisi yang
dihasilkan dari tata guna lahan dan kehutanan; upaya penting lainnya adalah peralihan dari
bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Urbanisasi yang lebih terpadu, terhubung, dan inklusif
dapat mendukung tujuan tersebut dan menghasilkan manfaat lainnya.

Kota-kota di Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk mengurangi emisi GRK.
Analisis baru dalam laporan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dan praktik
pembangunan rendah karbon yang tersedia saat ini dapat mengurangi emisi yang dihasilkan
dari bangunan perkotaan, transportasi dan limbah sebesar 50% (253 Mt CO2e) pada tahun 2030
dan 96% (790 Mt COze) pada tahun 2050, dibandingkan dengan skenario baseline (lihat Gambar
5).103 Sektor bangunan menyumbang lebih dari 60% pengurangan emisi yang sudah
diidentifikasi pada tahun 2050, sektor transportasi menyumbang hampir seperempatnya, dan
material serta limbah, masing-masing menyumbang 12% dan 3%.

Jakarta, Indonesia. Sumber: Tresia Hoban/Pixabay
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Gambar 5. Potensi pengurangan GRK di sektor -sektor perkotaan utama di Indonesia hingga
tahun 2050
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Sumber: Pemodelan yang dibuat oleh Stockholm Environment Institute.104

Pembangunan rendah karbon akan membutuhkan investasi tambahan secara bertahap
yang jumlahnya mencapai USD 1 triliun pada tahun 2050, tetapi juga dapat memberikan
keuntungan ekonomi yang signifikan.105 Pemodelan dalam laporan ini menunjukkan bahwa
investasi yang dikeluarkan akan impas dengan penghematan energi dan material saja, serta
menghasilkan imbal hasil kumulatif dengan nilai bersih saat ini sebesar USD 2,7 triliun pada
tahun 2050 (Gambar 6). Analisis tersebut juga memberikan estimasi jumlah lapangan pekerjaan
yang dapat diciptakan oleh investasi tersebut. Pemodelan menunjukkan bahwa upaya-upaya
tersebut berpotensi membuka 2,3 juta lapangan pekerjaan baru yang berkaitan dengan efisiensi
energi dan instalasi PLTS atap pada tahun 2030.196 Akan tetapi, ini akan membutuhkan menjadi
investasi jangka panjang yang diperkirakan akan mencapai USD 723 miliar pada tahun 2050
dan titik impas baru dapat dicapai dalam beberapa dekade.
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Gambar 6. Keuntungan ekonomi dari pembangunan rendah karbon di kota-kota di Indonesia
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Sumber: Pemodelan yang dibuat oleh Vivid Economics.1%7 Jumlah lapangan pekerjaan dan tingkat
pertumbuhan ini hanyalah estimasi indikatif dan bukan prakiraan hasil di masa depan. Secara khusus,
jumlah lapangan pekerjaan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, seperti yang dijelaskan dalam
Lampiran 2, dan harus ditafsirkan dengan hati-hati.

Opsi yang paling menarik dari segi ekonomi adalah urbanisasi terpadu (yang
mengurangi jumlah perjalanan) dan transportasi publik. Hasil pemodelan menunjukkan
bahwa investasi yang dibutuhkan untuk urbanisasi terpadu dan transportasi publik adalah USD
24,4 miliar dan USD 90,9 miliar, tetapi investasi tersebut dapat menghasilkan penghematan
energi dan material dengan nilai bersih saat ini sebesar USD 731,2 miliar dan USD 1,97 triliun.
Angka ini belum memperhitungkan manfaat dari peningkatan aksesibilitas perkotaan, udara
yang lebih bersih, atau kemacetan yang dihindari. Peralihan ke kendaraan listrik membutuhkan
investasi di muka yang tinggi, tetapi pemodelan menunjukkan bahwa imbal hasil tahunan yang
diperoleh dapat mencapai USD 3,0 miliar pada tahun 2030 dan USD 6,8 miliar pada tahun 2050;
serta membuka 132.000 lapangan pekerjaan pada tahun 2030 dan 406.000 lapangan pekerjaan
pada tahun 2050. Pemerintah pusat telah menyadari sebagian dari potensi ini dan menargetkan
untuk mulai memproduksi kendaraan listrik (EV) di Indonesia pada tahun 2022 dan
meningkatkan pangsa EV hingga mencapai 20% dari total produksi mobil di Indonesia pada
tahun 2025.108

Kota-kota dengan populasi di bawah 1 juta penduduk menyumbang lebih dari tiga
perempat potensi pengurangan emisi perkotaan Indonesia hingga tahun 2050. Dengan
kata lain, pemanfaatan penuh potensi mitigasi perkotaan Indonesia akan bergantung pada
dukungan pemerintah pusat dan pemberdayaan kota-kota kecil ini, yang memiliki kapasitas dan
sumber daya yang lebih sedikit. Pemodelan tersebut menunjukkan bahwa Jakarta, satu-satunya
kota di Indonesia yang memiliki lebih dari 5 juta orang penduduk menyumbang 7% dari potensi
pengurangan emisi perkotaan, sementara kota-kota lain dengan 1-5 juta orang penduduk
menyumbang 17%.

Pemodelan menunjukkan bahwa lintas sektor, 52% dari total potensi pengurangan emisi
bergantung pada dekarbonisasi listrik. Pada tahun 2019, 84% tenaga listrik Indonesia
bersumber dari bahan bakar fosil - khususnya batu bara, tetapi pangsa gas bumi juga terus
meningkat.109 Pangsa bahan bakar fosil dalam bauran energi Indonesia secara umum sedikit
menurun dalam dekade terakhir, dari 96% pada tahun 2009, menjadi 91% pada tahun 2019,
tetapi penggunaan energi meningkat dengan sangat cepat sehingga secara absolut, penggunaan
bahan bakar fosil justru meningkat sebesar 47% .110 Kebijakan Energi Nasional Indonesia
menetapkan agar 23% dari pasokan energi primer bersumber dari energi terbarukan pada
tahun 2025.111 Hingga Mei 2020, total kapasitas pembangkit EBT baru mencapai 10.4 GW atau
14,70% dari keseluruhan kapasitas terpasang, dan belum ada rencana yang jelas untuk
memenuhi kekurangan yang ada.!12 Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terbaru
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merencanakan tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik terbarukan sebesar 16,7 GW dan
pembangkit tenaga listrik uap sebesar 27,1 GW pada tahun 2019 - 2028.113

Tanjungpandan, Indonesia. Sumber: Eddie Cheever/Shutterstock
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MEMANFAATKAN POTENSI PERKOTAAN DI INDONESIA

COVID-19 telah memakan banyak korban di Indonesia, dengan lebih dari 1,4 juta kasus positif
pada tanggal 12 Maret 2021 dan lebih dari 38.000 kematian.11* Pandemi ini juga menjadi
menyebabkan terjadinya resesi pertama di Indonesia dalam dua dekade terakhir,15 dan sekitar
2,6 juta orang menjadi pengangguran pada bulan Agustus 2020.

Pemerintah telah merespons dengan memberikan stimulus senilai USD 75 miliar hingga bulan
Februari 2021,116 yang terbaru dalam bentuk paket infrastruktur senilai USD 28,5 miliar untuk
pembangunan infrastruktur di industri, pariwisata, air, sanitasi, perumahan dan kesehatan
masyarakat. Proyek “padat karya” yang didanai meliputi pembangunan perumahan, fasilitasi
sanitasi untuk 1,6 juta rumah tangga dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop,
pembangunan jaringan gas bumi dan jalan sepanjang 965 km.117 Selama pandemi, Indonesia
juga telah mengurangi pembatasan pada sektor pertambangan dan memberikan pembiayaan
yang cukup besar untuk industri karbon tinggi.118 Stimulus di masa mendatang perlu lebih
memprioritaskan investasi perkotaan yang mengurangi emisi dan membangun ketahanan
terhadap perubahan iklim dan guncangan lainnya.

Ada banyak peluang untuk memanfaatkan inisiatif yang ada dalam mempercepat dekarbonisasi
perkotaan dan membangun ketahanan. Jakarta telah bergabung dengan Cities Race to Zero,
berkomitmen mencapai emisi bersih nol (net-zero emissions) pada pertengahan abad ini atau
sebelumnya, serta akan melaporkan perkembangan yang dicapai setiap tahun.119 Dengan
dukungan dan dorongan yang kuat dari tingkat nasional, beberapa kota lain di Indonesia dapat
turut bergabung. Dengan menjadikan perkotaan yang terpadu, terhubung, bersih, dan tangguh
sebagai bagian penting dari Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined
Contribution /NDC) yang terbaru di bawah Perjanjian Paris akan mengirimkan pesan yang kuat
tentang visi Indonesia akan masa depan yang lebih berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung
pada tata guna lahan.

Kami telah membahas berbagai peluang untuk bertindak dalam ini. Empat peluang yang sangat
menjanjikan adalah:

Berinvestasi pada mobilitas perkotaan yang berkelanjutan, seperti transportasi
publik dan infrastruktur untuk berjalan kaki dan bersepeda. Pembangunan
berorientasi transit juga sangat penting. Peningkatan mobilitas berkelanjutan adalah cara
efektif biaya untuk mengurangi emisi GRK; ini juga akan mengatasi krisis kemacetan lalu
lintas dan polusi udara yang mendesak, serta menguntungkan kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli mobil.

Meningkatkan restorasi ekosistem di dalam dan sekitar kota untuk membangun
ketahanan. Perlindungan lahan gambut sangat diperlukan untuk memperlambat
penurunan permukaan tanah dan mangrove menyediakan perlindungan dari ancaman
badai pesisir yang semakin meningkat; lahan gambut dan mangrove juga berfungsi sebagai
penyerap karbon. Selain itu, ekosistem pesisir yang sehat juga dapat menjadi sumber mata
pencaharian, khususnya bagi masyarakat miskin. Solusi berbasis alam sudah diterapkan di
beberapa kota; upaya ini perlu terus ditingkatkan, dengan lebih banyak membangun
infrastruktur hijau atau solusi hybrid hijau/abu-abu dan mengurangi penggunaan
penghalang "buatan” untuk melindungi daerah pesisir, misalnya. Di sisi lain, proyek
reklamasi lahan pesisir yang menggantikan ekosistem penting ini dengan pembangunan
padat karbon harus sebisa mungkin dihindari.

Mempercepat transisi menuju listrik bersih. Indonesia sudah meningkatkan
penggunaan energi terbarukan tetapi memilih untuk memprioritaskan bahan bakar nabati
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cair.120 Peningkatan skala pembangkit listrik tenaga angin dan khususnya pembangkit
listrik tenaga surya sangat diperlukan untuk sepenuhnya mewujudkan potensi
pengurangan emisi perkotaan dengan memaksimalkan pemanfaatan elektrifikasi. Dengan
cara ini, Indonesia akan lebih berpeluang untuk menjadi pemimpin pasar EV regional.121
Investasi dalam efisiensi energi juga sangat penting, karena permintaan energi meningkat
pesat mengikuti peningkatan pendapatan dan pertumbuhan industri.

Memanfaatkan gerakan Smart Cities untuk mendorong keberlanjutan, pembangunan
ketahanan, dan inklusivitas. Seperti yang dapat dilihar dari Jakarta dan 99 Smart Cities
lainnya, teknologi informasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan layanan
kota. Potensi yang belum dimanfaatkan untuk melibatkan warga dalam menyelesaikan
masalah infrastruktur, mobilitas, dan tantangan lainnya masih sangat besar. Banyak contoh
bagus lainnya di seluruh Asia dan di seluruh dunia.1?2 Prioritas utama adalah memastikan
bahwa kota-kota kecil dan menengah dapat mengakses sumber daya dan keahlian teknis
yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang ini. Pada saat yang sama, upaya untuk
memastikan bahwa penduduk kota dari berbagai tingkat pendapatan, termasuk di
kampung, dapat mengakses internet dengan mudah dan terjangkau serta menemukan
konten yang relevan dengan kebutuhan mereka perlu dilakukan. Seiring dengan
perkembangan rencana untuk ibu kota baru, pemanfaatan teknologi Smart Cities dapat
membuat kota ini semakin menarik bagi penduduk dan investor.
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